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ABSTRAK 

Benedictus Dioni. 201910117003. Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 

Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) 

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. 

Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah suatu langkah progresif 

reformatif dalam upaya preventif terhadap prilaku korupsi oleh penyelenggara 

negara pada semua lembaga negara. Konsekuensinya penyelenggara negara harus 

melaporkan harta kekayaan sebagai suatu kewajiban yang telah diatur dalam 

undang undang dan peraturan perundang undangan. Tindakan penyelenggara 

negara yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada negara menurut penulis 

adalah suatu tindakan korupsi. Karena berpotensi merugikan negara dan 

bertentangan dengan pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999. 

Dalam kenyataan hal ini tidak terwujud karena banyak penyelenggara negara tidak 

melaporkan harta kekayaan sebagaimana diperintahkan undang undang. Hal 

demikian dikarenakan oleh belum ada ketentuan sanksi pidana tegas selain sanksi 

administrasi dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme. Dalam Pasal ini tidak mengatur secara rinci bentuk dan model sanksi 

adminstrasi yang diberikan. Sanksi administrasi menurut penulis tidak efektif 

dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pelaporan harta kekayaan 

penyelenggara negara. 

Tujuan dalam penelitian skripsi ini untuk dapat mengungkapkan dan menganalisis 

bahaya ketidakpatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan sebagai 

model korupsi yang masif sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan dan 

perekonomian negara. Membangun kesadaran kolektif penyelenggara negara 

sebagai agen perubahan dengan mengedepankan semangat keteladanan melalui 

kewajiban LHKPN sebagai keharusan guna mencegah tindak pidana korupsi. 

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Pelaporan harta kekayaan 

pejabat penyelenggara negara tidak sebagai modus pencegahan tindak pidana 

korupsi. Sebab dalam realitas banyak pejabat penyelenggara negara tidak 

melaporkan harta kekayaan sebagaimana mestinya. Hal demikian diakibatkan oleh 

tidak adanya sanksi pidana bagi pejabat penyelenggara yang tidak melaporkan harta 

kekayaannya atau melaporkan harta kekayaannya namun tidak jujur 

mengungkapkan LHKPN sesuai data dan fakta sesungguhnya. 

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, LHKPN, KKN 
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ABSTRACT 

 

Benedictus Dioni. 2019101170003. Reporting on the Wealth of State Officials as 

an Effort to Prevent Corruption Crimes Pursuant to Article 5 Paragraph (3) of Law 

No. 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Free State from 

Corruption, Collusion and Nepotism. 

Reporting the assets of state administrators is a progressive, reformative step in a 

preventive effort against corrupt behavior by state administrators in all state 

institutions. Consequently, state administrators must report assets as an obligation 

that has been regulated in laws and regulations. According to the author, the act of 

state officials who do not report assets to the state is an act of corruption. Because 

it has the potential to harm the state and is contrary to Article 5 paragraph (3) of 

Law Number 28 of 1999. In reality this has not materialized because many state 

administrators do not report assets as ordered by law. This is because there is no 

provision for strict criminal sanctions other than administrative sanctions in Article 

20 of Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and 

Free from Corruption, Collusion and Nepotism. This article does not regulate in 

detail the form and model of the administrative sanctions given. Administrative 

sanctions, according to the author, are not effective in efforts to prevent criminal 

acts of corruption through reporting the assets of state administrators. 

The aim of this thesis research is to be able to reveal and analyze the dangers of 

non-compliance by state officials in reporting assets as a model of massive 

corruption that can cause financial and economic losses to the country. Building 

collective awareness of state administrators as agents of change by prioritizing the 

spirit of exemplary through the LHKPN obligation as a necessity to prevent 

criminal acts of corruption. 

The results of the research conducted found that reporting the assets of state 

administrators is not a mode of prevention of criminal acts of corruption. Because 

in reality many state administrators do not report assets properly. This is caused 

by the absence of criminal sanctions for administrative officials who do not report 

their assets or report their assets but are dishonest in disclosing LHKPN according 

to actual data and facts. 

Keywords: Corruption Crime, LHKPN, KKN 
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